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BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 
 

NOMOR   10   TAHUN 2015 
 
 

 

TENTANG 
 
 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK                            

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang :  a.  bahwa pajak Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan Daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta mewujudkan 

kemandirian Daerah; 

b. bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dan dalam rangka memberikan 

kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada 

Wajib Pajak perlu menyempurnakan ketentuan yang 

mengatur mengenai pemberian pengurangan Pajak 

Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi 

Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 132); 
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9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indobesia Nomor 5025); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4593);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang 

Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4859); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 87 

Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

21. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 23); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-

undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2012 Nomor 2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

GRESIK 

Dan  

BUPATI GRESIK 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 2 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 
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Pasal I 
 

Ketentuan  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 104 
 

(1)  Atas permohonan Wajib Pajak atau karena 

jabatannya, Bupati dapat membetulkan  SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 

dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan 

Daerah. 
 

(2)  Bupati dapat : 

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan 

kenaikan pajak yang terutang menurut 

Peraturan Perundang-undangan perpajakan 

Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan 

karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 

karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 

SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 

sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang 

berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu 

objek pajak. 
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(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, 

pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif dan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(4)  Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada           

ayat (3) memuat pula kriteria wajib pajak dan 

kriteria objek  pajak yang dapat diberikan 

pengurangan dan atau penghapusan ketetapan 

pajak terutang.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal  27 Januari 2015      

BUPATI GRESIK, 

Ttd  

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TI015 

Diundangkan di Gresik  

pada tanggal 27 Januari 2015      

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GRESIK, 

  Ttd  

 
 

Ir. MOCH. NADJIB, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19551017 198303 1 005 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 032-

10/2015 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR  10 TAHUN  2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

 

I. UMUM 

Dasar pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah harus 

mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal 

ini berarti setiap produk hukum daerah, baik berupa peraturan daerah 

atau peraturan kepala daerah harus sesuai dengan norma hukum yang 

terdapat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pemungutan pajak daerah oleh 

pemerintah daerah menganut closed list system, artinya pemerintah 

daerah dilarang memungut jenis pajak baru selain jenis pajak yang telah 

ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Peraturan Daerah ini hanya mengatur mengenai norma tambahan 

terkait dengan wewenang Bupati Kabupaten Gresik dalam melakukan 

pengurangan ketetapan pajak terutang yang didasarkan pada 

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu 

objek pajak. Oleh karena itu, pengaturan tambahan ini tidak melanggar 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pengurangan ketetapan pajak terutang yang didasarkan pada 

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu 

objek pajak merupakan wewenang Bupati sehingga tata cara pemberian 

ketetapan pajak ini dimuat dalam Peraturan Bupati. Hal ini sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 107 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan 

tetapi, hal ini bukan berarti semua ketentuan yang memuat mengenai 

wewenang pengurangan ketetapan pajak terutang dapat diatur dengan 



 

8 
 

 

peraturan Bupati. Karena dalam wewenang tersebut mengandung banyak 

kriteria pajak terutang yang dapat dikurangi dengan ketetapan pajak 

terutang oleh bupati dan tidak semuanya dapat diatur dalam peraturan 

bupati.  

Pengaturan tambahan mengenai wewenang ketetapan pajak 

terutang ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum atas adanya 

permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang oleh wajib pajak 

atau yang berasal dari Bupati berdasarkan jabatannya. Oleh karena itu, 

sangat penting untuk mengatur mengenai wewenang pengurangan 

ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayara wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak dalam 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal   I  

             Cukup Jelas 

Pasal   II  

             Cukup Jelas 

   

  

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 

NOMOR 032-10/2015 

 


